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PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN

TENAGA KEPEMUDAAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pemuda Indonesia merupakan aktor strategis

dalam pembangunan bangsa, mengingat pemuda dapat

menjadi subyek dan partner pemerintah dalam

pelaksanaan pembangunan agar mampu merespon

problema sosial kepemudaan dengan intervensi

peningkatan kapasitas tenaga kepemudaan nonformal

yang mampu bersaing di era pasar bebas;

b. bahwa pelatihan kepemudaan nonformal bertujuan

untuk meningkatkan kapasitas pemuda sehingga

pemuda menjadi individu yang memiliki kompetensi,

kepedulian sosial, kemampuan dan komitmen yang tinggi

serta aktif di dalam kegiatan fasilitasi kepemudaan

sebagai tenaga kepemudaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang

Pedoman Umum Penyusunan Kurikulum Tenaga

Kepemudaan Nonformal;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang

Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5067);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan

Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5169);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5105);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda

serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 87);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang

Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja

Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

5444);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 3);

12. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN

TENAGA KEPEMUDAAN NONFORMAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Pedoman

Umum Penyusunan Kurikulum Pelatihan Tenaga

Kepemudaan Nonformal merupakan pedoman umum dalam

penyusunan kurikulum bagi pelatihan kepada pemuda

nonformal yang memenuhi persyaratan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai wujud
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tanggung jawab Pemerintah dalam mendukung pemberdayaan

pemuda di Indonesia.

Pasal 2

Pedoman umum penyusunan kurikulum pelatihan tenaga

kepemudaan nonformal bagi kementerian/ lembaga/

pemerintah daerah/ satuan kerja perangkat daerah/

masyarakat/ lembaga/mitra kepemudaan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : RUANG LINGKUP

BAB III: EVALUASI DAN MEKANISME PELAPORAN

BAB IV: PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Menteri ini sebagai pedoman umum dalam proses

penyusunan kurikulum pelatihan tenaga kepemudaan

nonformal yang disusun dan ditetapkan dalam mendukung

program pemberdayaan pemuda sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pedoman umum ini akan dilakukan oleh

Kedeputian Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagai bagian

dari tanggung jawab kedeputian tersebut.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan

Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun

Anggaran Berjalan.
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Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 12 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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